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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam,
atas karunia Nya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok telah selesai
menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan diharapkan bisa menjadi
pedoman bagi jajaran aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politikserta seluruh
stake holder dalam menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah,
dan terukur.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 ini merupakan aktualisasi dari program
kerja OPD yang tertuangdalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang
berfungsi sebagai acuan dan panduan pelaksanaan program dan kegiatan bidang
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Diharapkan Rencana Kerja ini dapat memberikan gambaran mengenai
kebijakan, strategi, program dan kegiatanyang akan direalisasikan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2023.

Depok, 2022

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. Abdul Rahman, M.Si
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19721126 199302 1 001

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) PERANGKAT DAERAH adalah dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun (Permendagri 54, pasal 1 angka 13), yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjadi dokumen Renja definitif.

Proses penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH Sesuai dengan amanat Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 Lampiran IV angka C.5, penyusunan
rancangan Rencana Kerja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
rancangan awal RKPD, oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan
secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap pelaksanaan Renja tahun-tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja pencapaian Renstra hingga tahun berjalan.

Rencana Kerja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil
di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan
di atasnya, dan merupakan satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan bagi
mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah
tahunan pada umumnya.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD
membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman
kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan rencana
tahunan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap

Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok ( OPD ) yang merupakan penjabaran dari

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Rencana Strategis 2022 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana Kerja Badan
Kesbangpol ini ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Kota Depok,
khususnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai dengan Visi Walikota Depok
untuk periode 2022-2026 adalah sebagai berikut :
“KOTA DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”
Dengan mewujudkan Misi ke-3 yaitu :
“Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan berbudaya berbasis Kebhinekaan dan
Ketahanan Keluarga”

Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Depok Tahun 2022 melalui 2 tahapan yaitu :

= Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan

= Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan
penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pasal 143 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah

adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Bagan Alur Tahapan Penyusunan RENJA
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok senantiasa menyesuaikan diri
untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang di Kota Depok.
Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat
bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan
program dan kegiatan secara terarah dan terpadu Khususnya Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam
Rencana Kerja (RENJA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok Tahun 2023.
Rencana Kerja (RENJA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok ini
merupakan dokumen perencanaan untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Depok Tahun Anggaran
2023. Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 telah
ditetapkan kinerja yang akan dicapai untuk seluruh indikator kinerja juga ditetapkan nilai
kuantitatif yang dijadikan dasar pengukuran keberhasilan pada akhir periode
pelaksanaannya. Rencana Kerja menjelaskan berkaitan antara kegiatan dan sasaran,
kebijakan dengan programnya, dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh Organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Depok Tahun Anggaran 2023, dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa

ketentuan hukum dan peraturan sebagai berikut :

1.2.1. SOTK

1.

Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679)-

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

1.2.2. Kewenangan PERANCKAT DAERAH

1.

Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Pedoman dan Acuan dalam penyusunan perencanaan dan Penganggaran

PERANGKAT DAERAH

1.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 tahun 2011 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok
Nomor 02 Tahun 2011);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006 - 2025
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 -
2023 (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);

Peraturan yang terkait program dan kegiatan :

No

Program Landasan Hukum

Penunjang Urusan 1. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 8, 9, dan 30

Kabupaten/Kota 2. UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara khususnya Pasal 55

3. PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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10.

dan Kinerja Pemerintah

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah

PP 28/2012 Pelaksanaan UU 43/2009 Tentang
Kearsipan

Permendagri 7/2006 Standarisasi Sarana Dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
Permendagri 78/2012 Tata Kearsipan di
Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Permenpan 80/2012 Pedoman Tata Naskah Dinas
Instansi Pemerintah

Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2016
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok

Penguatan Ideologi
Pancasila dan Karakter

Kebangsaan

Undang-undang Repiblik Indonesia nomor 3 tahun

2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2009 tentang Kepemudaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 tahun 2012,

tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Peningkatan Peran
Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan
melalui Pendidikan
Politik dan
Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik

Undag-undang Rl Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik

2. Undang-undang Rl Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik.

4. Keputusan Walikota Depok Nomor

821.29/76/Kpts/Kesbangpol/Huk/2016  Tanggal 17
Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi
Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan

Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kota Depok

IV | Pemberdayaan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pengawasan Organisasi | Organisasi Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
\' Pembinaan dan 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29
Pengembangan 2. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan
Ketahanan Ekonomi, Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun tentang
Sosial, dan Budaya Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
VI | Peningkatan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang

Kewaspadaan Nasional
dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi
Penanganan Konflik

Sosial

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 Tahjun

2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di

daerah.

3. Keputusan Walikota Depok nomor:

821.29/492/Kpts/Kesbangpol/2013 tanggal 30

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Desember 2013 tentang Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Depok.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial.

5. Peraturan Menteri Dalam Negerii Republik Indonesia
nomor: 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

6. Keputusan Walikota Depok nomor:
821.29/299/Kesbangpol/Huk/2015 tanggal 3
September 2015 tentang Perubahan Tugas dan
Susunan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Tingkat Kota Depok.

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun
2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan
Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja

Asing di Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok Tahun Anggaran

2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan

Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang Tahun Anggaran 2023.

1.4

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja ini adalah :

Sebagai acuan Badan Kesbangpol dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Kesbangpol dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota
Depok.

Sebagai acuan untuk merumuskan program dan kegiatan Badan Kesbangpol selama
Tahun Anggaran 2023.

Sebagai acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang
berpedoman pada RPJMD, RENSTRA maupun RKPD, baik dari sisi pencapaian-
pencapaian kinerja, kendala-kendala yang dihadapi maupun aspek-aspek teknis dan
non teknis pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagai acuan Badan Kesbangpol Kota Depok dalam menjalankan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan
fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok, serta
merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kesbangpol Kota Depok

selama Tahun 2023.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kota Depok

terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Membahas dan menjabarkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan,serta sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Tahun 2023.

BABIl. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Analisis Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH, berisikan kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal),

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun

2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

berisikan uraian mengenai :

1.

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
Permasalahan ~ dan  hambatan  yang  dihadapi  dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat daerah

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK,
SPM dan SDGs (Suistanable devloment Goals)

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah; dan

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap Rancanan Awal Perangkat Daerah, berisikan uraian

mengenai:

1.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak
terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok
namun besarannya berbeda;

Lampiran T-C.31.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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2.5. Penelahaan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini
diuraikan hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Perumusan tujuan dan
sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD yang dikaitkan degan sasaran target kinerja Renstra
OPD.

3.3. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

a. faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta
penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi :

e Jumlah program dan jumlah kegiatan

e Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang
tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada
kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)

e Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut

sumber pendanaannya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

Tabel 4.1
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BABIV  PENUTUP
Pada bagian ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, serta kaidah

pelaksanaanya dan rencana tindak lanjut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022. Badan Kesbangpol Kota Depok pada Tahun

2021 telah melaksanakan 7 (Tujuh) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub

kegiatan dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 8.275.081.248,-, dengan capaian

kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp. 7.791.051.348 (94.15%),

terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 484.029.900,- (5.85%).

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

d.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Badan, dari target kinerja sebesar 50 jenis
tercapai sebesar 50 jenis (100%).

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari target kinerja
sebanyak 11 jenis tercapai target sebanyak 11 jenis (100%).

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Badan

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dari
target kinerja sebanyak 12 jenis tercapai target sebanyak 12 jenis (100%).
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dari target kinerja sebanyak 13
jenis tercapai target sebanyak 13 jenis (100%).

Penyediaan Makanan dan Minuman

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dari target kinerja sebanyak 1450
box tercapai target sebanyak 1450 box (100%).

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor dari target kinerja
sebanyak 7 unit tercapai target sebanyak 7 unit (100%)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Badan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Badan dari target
kinerja sebanyak 7 jenis tercapai target sebanyak 7 jenis (100%)

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Badan

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Badan dari target kinerja
sebanyak 5 jenis tercapai target sebanyak 5 jenis (100%).

Verifikasi Bantuan Parpol

Kegiatan Verifikasi Bantuan Parpol dari target kinerja sebanyak 9 dokumen
tercapai target sebanyak 9 dokumen (100%).

Bintek Peningkatan Kompentensi Bidang Politik Dalam Negeri

Kegiatan Bintek Peningkatan Kompentensi Bidang Politik Dalam Negeri dari
target kinerja sebanyak 30 orang tercapai target sebanyak 30 orang (100%).
Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja dari target
kinerja 3 dokumen tercapai target sebanyak 3 dokumen (100%)

Pelaksanaan Forum OPD

Kegiatan Pelaksanaan Forum OPD dari target kinerja sebanyak 150 orang
tercapai target sebanyak 150 orang (100%).

Workshop Keuangan bagi Pengurus Partai Politik

Kegiatan Workshop Keuangan bagi Pengurus Partai Politik dari target kinerja
sebanyak 48 orang tercapai target sebanyak 48 orang (100%).

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Bidang Politik dalam
Negeri

Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Bidang Politik
Dalam Negeri dari target kinerja sebanyak 1 Dokumen orang tercapai target

kinerja sebanyak 1 Dokumen (100%).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Ormas

Kegiatan Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Ormas dari target kinerja
sebanyak 48 dokumen tercapai target kinerja sebanyak 48 dokumen (100%).
Pembinaan Pembauran Kebangsaan

Kegiatan Pembinaan Pembauran Kebangsaan dari target kinerja sebanyak 230
orang, 3 kampung, 12 rakor tercapai kinerja sebanyak 230 orang, 3 kampung, 12
rakor (100%).

Konsultasi dan Informasi Penananan Konflik Sosial

Kegiatan Konsultasi dan Informasi Penananan Konflik Sosial dari target kinerja
sebanyak 5 rakor, 1laporan tercapai kinerja sebanyak 5 rakor, 1 laporan (100%).
Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kota Depok

Kegiatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kota Depok dari
target kinerja sebanyak 12 rakor tercapai target kinerja sebanyak 12 rakor
(100%).

Workshop Kewaspadaan Dini Masyakarat

Kegiatan Workshop Kewaspadaan Dini Masyakarat dari target kinerja sebanyak
150 orang, 12 rakor tercapai kinerja sebanyak 150 orang, 12 rakor (100%).
Pengiriman Utusan Peserta Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kegiatan Pengiriman Utusan Peserta Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri dari target kinerja sebanyak 63 orang tercapai target kinerja sebanyak 67
orang (106%)

Jambore Kebangsaan

Kegiatan Jambore Kebangsaan dari target kinerja sebanyak 100 orang tercapai
target kinerja sebanyak 100 orang (100%).

Sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dari
target kinerja sebanyak 1100 orang tercapai target sebanyak 1100 orang (100%).
Dialog Publik Peran Tokoh Agama dalam Kesatuan Bangsa

Dialog Publik Peran Tokoh Agama dalam Kesatuan Bangsa dari target kinerja

sebanyak 50 orang tercapai target kinerja sebanyak 50 orang (100%).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

a. Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dari
target kinerja sebanyak 708 kali tercapai target sebanyak 873 kali (123%)

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara : Kegiatan Bela Negara
tidak dapat di laksankan di karenakan adanya pandemi Covid-19, dimana
kegiatan tersebut harus dilaksankan di Diklat Bela Negara dan ada kontak fisik
sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksankan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PERANGKAT

DAERAH; dan Kebijakan/tindakan perencanaan
Secara umum program/kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol sampai

dengan Tahun Anggaran 2020 berkinerja baik, hal ini terlihat pada realisasi

penyerapan anggaran untuk Belanja Langsung, dalam hal ini penyerapan pada

program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 mencapai hingga 97.62%.

Ikhtisar target kinerja untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.208.866.017,- terurai dalam 7 (Program)
program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, diharapkan
keberhasilan pencapaian target kinerja menjadi maksimal juga untuk capaian
terhadap hasil (outcome) untuk setiap program/kegiatan.

Selanjutnya diharapkan keberhasilan kinerja di Tahun Anggaran 2022 dapat
mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2020, baik realisasi keuangan
maupun realisasi fisik dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi
anggaran. Capaian realisasi target Renstra hingga tahun 2022 berdasarkan
pelaksanaan Renja Tahun 2022 diperkirakan sesuai dengan target masing-masing
yaitu pencapaian target dari seluruh program dan kegiatan. Adapun uraian terkait
pencapaian dari setiap program serta rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana
Kerja Kesbangpol Tahun 2022 pencapaian Renstra Kesbangpol sampai dengan Tahun

2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif
yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan (Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008 Pasal 1 angka 18)

Indikator Kinerja yang telah di tetapkan untuh Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN SASARAN STRATEGI o iaran

1. Meningkatkan

Meningkatkan Meningkatnya pen)ahaman Peningkatan
Kerukunan, Toleransi Tl delbm kehidupan beragama pemahaman agama

dalam keberagaman kehidupan beragama 2. Mengoptimalkan dalam rumah tangga,
masyarakat Kota di Kota Depok peran sosial dari sekolah, keluarga dan
Depok lembaga-lembaga masyarakat
keagamaan

Melaksanakan
pendidikan bela
negara dan sosialisasi
dan pembinaan nilai-

Meningkatkan
. pemahaman wawasan
Meningkatnya kebangsaan melalui
pemahaman wawasan pendidikan bela

nilai luhur pancasila
dan UUD 1945 kepada
pelajar, pemuda dan
masyarakat

kebangsaan negara, penanman
nilai-nilai luhur
pancasila.

A..  Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Kesbangpol Kota Depok dipimpin oleh satu orang Kepala Badan, membawahi satu orang
Sektreatis Badan, dua orang Kepala Bidang, dua orang kasubag . Susunan organisasi
Kesbangpol adalah sebagai berikut :
1. Kepala Badan
1.1.  Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam
melaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
1.2.  Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud kepala Badan mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyusunan RPJPD,
RPJMD, RKPD,dan LKPJ;
b. Perumusan dan penetapan Renstra, Renja dan SAKIP Badan dengan

berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RKPD;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di Bidang Kesekretariatan, Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Politik
Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, kelompok jabatan
fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;

Pembinaan administrasi di lingkungan Badan,

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;

Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa
dan politik;

Pembinaan dan pengawasan pegawai dalam lingkup Badan;

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan,
kepegawaian dan rumah tangga Badan;

Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan

tugas dan fungsinya;

2. Sekretariat Badan

2.1.

2.2.

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud, Sekretariat Badan

menylenggarakan fungsi:

a.

koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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pengelolaan urusanaparatur sipilnegara di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

3.  Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

3.1.

3.2.

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Anggaran dan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Program

Anggaran dan Keuangan mempunyai fungsi :

a.

koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

4.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4.1.

4.2.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

pengelolaan urusanaparatur sipilnegara di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Kesatuan Bangsa

5.1.

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka

dan Sejarah Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya,

Faslitisasi Pencegahan Penyalahgunan Narkotika serta Fasilitasi Kerukunan

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Kewaspadaan Dini,

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan

Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, serta Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Buadaya, Agama

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinek Tunggal lka
dan Sejarah Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, serta Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflikdi Daerah
Kota Depok;

b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinek Tunggal
Ilka dan Sejarah Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, serta Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Daerah
Kota Depok;

c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinek Tunggal lka

dan Sejarah Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, serta Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Daerah
Kota Depok;

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinek Tunggal lka
dan Sejarah Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, serta Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Daerah
Kota Depok;

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhinek Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan serta
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan serta Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, serta Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Daerah Kota Depok; dan

Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya, Agama

6.1 Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian sebagian fungsi Bidang Kesatuan Bangsa

6.2 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang

Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinek Tunggal lka
dan Sejarah Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Kota Depok;

b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinek Tunggal
Ilka dan Sejarah Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Kota Depok;

c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinek Tunggal lka
dan Sejarah Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Kota Depok;

d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ldeologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinek Tunggal lka
dan Sejarah Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Kota Depok;

e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhinek Tunggal |ka dan Sejarah Kebangsaan serta
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Kota Depok;

f.  Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan.

7.  Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
7.1.  Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kesatuan Bangsa.
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7.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub

Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, serta Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Wilayah
Kota Depok;

b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, serta Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Wilayah
Kota Depok;

c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, serta Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Wilayah Kota Depok;

d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, serta Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Wilayah Kota Depok;

e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, serta
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di
Wilayah Kota Depok; dan

f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan.

8.  Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
6.3 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Politik

Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah serta Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah Kota Depok;

b. Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
di Daerah serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah
Kota Depok;

c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah serta Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah Kota Depok;

d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah serta Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah Kota Depok;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
di Daerah serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah
Kota Depok; dan

f.  Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan.

9. Sub Bidang Politik Dalam Negeri

9.1

9.2

Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian fungsi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang

Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Wilayah Kota Depok;

b. Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
di Wilayah Kota Depok;

c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Wilayah Kota Depok;

d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Wilayah Kota Depok;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
di Wilayah Kota Depok; dan

Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan.

10. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

10.1

10.2

Sub

Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang

Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a.

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Wilayah Kota Depok;

Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemantauan
Situasi Politik di Daerah serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Wilayah Kota Depok;

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Wilayah Kota Depok;

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Wilayah Kota Depok;

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah Kota Depok; dan

Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan.
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A.2. Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A.3.

Tata Kerja Badan Kesbangpol dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Umum

1.

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan satu kesatuan yang
satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan dilaksanakan oleh para
Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang
tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan wajib
menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplipikasi.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib memimpin
dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan;

(b) Pelaporan

1.

Kepala Badan wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan waijib
bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya
masing-masing.

Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya,

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rincian

Tugas Pokok , Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

struktur organisasi Badan Kesbangpol Kota Depok ditetapkan sebagai berikut:

1.

2.

3.

a.

Kepala Badan;

Sekretaris Badan;

Sub Bagian program Anggaran dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Kesatuan Bangsa;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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a. Sub Bidang ldeologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama
b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasarakatan;
a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara organigram dapat digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGAMISAS]
BATAN BFSATIIAN RANGSA Dék POLITIK KOTA DFROE

‘ KEPALA BADAN ‘

SEXRETARIS BADAN

LIS BADIAM PO AT
AkGhARAL DAl
KEUAKGRN

SUB A SAK LIKILIW DAk
FEPEGLN ALK

I3 . SR T
QUL T TN

EIDANS POLTIE BALAM NESER
DAk QR AR SAS
KEMASAYARAKAT AN

BIDIANG KESATUAN BANGSA

SUE BIDA G ROLITIE
DAL NESERI

SLIE BIDGME IDECILCG
WANMARAK KEBAMGERSAR DAK
EETSHATIAHN EKDTIDIS L, S081aL,

DUDS T A, ALA RS

SUE BIDART OROANZAN
HETWIHL VA RARAT AN

LB BIDAT KEVEREPADAAY
oKl DT PERARGESISN
EOIEUK

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik digunakan
beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008,
dengan sasaran target sesuai dengan Renstra dan/atau berdasarkan atas hasil analisis
standar kebutuhan pelayanan Berikut capaian kinerja masing-masing kegiatan pada

Badan Kesatuan Bangsa Politik tahun 2023 :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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a. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui

Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
= Dalam sub kegiatan ini terdapat Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik

untuk 9 Partai Politik.

2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan sub-su kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih Pemula;

b. Kegiatan Workshop Keuangan Bagi Pengurus Parpol;

c. Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Pemilu;

d. Kegiatan Edukasi Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula;

e. Kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik;

f. Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Bagi Tokoh Masyarakat,
Elemen Masyarakat dan Ormas;

g. Kegiatan Verifikasi Bantuan Parpol.

b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing

di Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagai berikut :

—_
.

Kegiatan Bintek Kepemimpinan Bagi Anggota Ormas, LSM;

2. Kegiatan Jambore Ormas dan LSM;

3. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Ormas;
4. Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Ormas;

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ormas.

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan sub-sub kegiatan sebagai berikut :
1. Jambore Kebangsaan;
2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Belanegara;

Gerakan Nasional Revolusi Mental;

3

4. Kampanye Wasbang;

5. Sarasehan kebangsaan dan kunjungan ke makam pahlawan depok;
6

Keg. Seni Pembauran.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Sub-sub Kegiatan yang dilaksanakan:

1)  Kemah Pemuda Lintas Agama

2)  Dialog Publik Peran Tokoh Agama Dalam Kesatuan Bangsa
3) Hibah Lembaga dan Ormas

4)  Rakor P4GN

Permasalahan

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap
dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat
melalui Forum OPD yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu
ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan
mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan
untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan
seperti kebanyakan usulan selama ini.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana
dalam hal ini Kesbangpol Kota Depok yang membantu Walikota Depok dalam hal

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , sehingga semakin profesional dalam bidang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam

mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

daerah di Kota Depok mengalami peningkatan.

Capaian kinerja Badan Kesbangpol dari awal periode RPJMD hingga tahun berjalan
mengalami perbaikan-perbaikan baik dari sisi capaian kinerja per kegiatan maupun dari
sisi jenis-jenis kegiatan yang dapat dihadirkan pelayanannya kepada masyarakat, yang
dicapai melalui inovasi-inovasi kegiatan tertentu.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri tersebut meliputi:

1. Meningkatnya konsistensi antara dokumen awal perencanaan dengan realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan;

2.  Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesbangpol Kota Depok;

3.  Adanya penyelenggaraan mekanisme pelayanan kepada masyarakat yang bersifat
transparan dan partisipatif;

4.  Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam pembangunan
bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, antara lain : Unsur Muspida,
DPRD, LSM, masyarakat umum sampai pada tingkat kelurahan;

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kesbangpol Kota Depok dalam
peningkatan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Dinamika sosial, politik, budaya dan agama yang menambah kompleksitas
permasalahan kemasyarakatan yang terjadi di Kota Depok;

2.  Optimalisasi kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu
tingkatkan;

3.  Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan
informasi;

4.  Belum tersedianya sinergitas atau kesamaan persepsi terhadap standar operasional
dan prosedur pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendukung suksesnya

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Peningkatan mutu pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeriyang menjadi tugas pokok dan fungsi kelembagaan Badan Kesbangpol meliputi
tujuan, sasaran, kebijakan,program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan
dalam setiap tahun.

Ruang lingkup kerja dan tugas pokok sebagaimana diuraikan diatas sangat erat
kaitannya dengan keberadaan institusi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
dalam hal ini Badan KesbangpolKota Depok. Dengan ruang lingkup tugas yang sangat
strategis itu, kualitas aparatur dan sikap penanganan tugas aparatur sangatlah
menentukan dalam mewujudkan good governance.

Secara garis besar gambaran kinerja pelayanan OPD dapat dilihat Pada tabel 2.2
disajikan target dan pencapaian indikator program pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Depok tahun tahun 2019, tahun 2020, tahun 2023 .

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai kawasan perkotaan dengan heterogenitas, mobilitas masyarakat, dan
dinamika sosial, ekonomi dan politik yang tinggi, permasalahan kota metropolitan yang
terjadi Indonesia ini berlaku pula di Kota Depok. Permasalahan itu meliputi aspek ideologi,
politik, sosial, budaya dan ekonomi, serta keamanan dan ketertiban.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa dan negara diwaktu waktu
mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mampu
mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis baik nasional maupun di daerah.
Terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan
Bangsa Politik Kota Depok , tantangan ini juga menjadi dasar dan kerangka penentuan
arah pembangunan politik dalam negeri ke depannya yakni penguatan persatuan dan
kesatuan serta pembangunan sistem politik demokrasi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelengagrakan tugas dan
fungsi Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

a. Belum optimalnya pendayagunaan SDM aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Depok;

b. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan database Partai Politik, Ormas/LSM,

OKP;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan masih diperlukan peningkatan
dukungan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta
meningkatkan wawasan kebangsaan dalam rangka penciptaan kesadaran
berbangsa dan bernegara;

Masih terbatasnya dukungan anggaran operasional Pemerintah Daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam menyelengagrakan tugas dan fungsi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik :

a.

Letak geografis Kota Depok yang menjadi jalur utama lalu lintas dan mobilitas manusia
antara kabupaten/kota Bogor dan DKI Jakarta dan daerah lainnya telah menjadikan Kota
Depok sebagai daearah transit dan tujuan utama berbagai aksi kejahatan transnasional
dalam bentuk seperti penyelundupan narkotika, human trafficking, pencurian dan aksi
terorisme;

Potensi konflik sosial yang masih tinggi antar Ormas/LSM dan OKP dalam memperebutkan
lahan/daerah yang diakibatkan masih tingginya tingkat pengangguran;

Kesenjangan sosial antara pendatang yang makmur dan pandai (welleducated) dengan
penduduk pribumi yang masih berpendidikan dan berpenghasilan rendah;

Tingkat urbanisasi yang tinggi ke wilayah Kota Depok dari berbagai daerah dapat

menimbulkan kelangkaan lapangan pekerjaan sehingga rentan terjadinya konflik sosial.

Peluang dalam menyelengarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik :

a.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan basis teknologi informatika;

b. Memperluas jejaring informasi pencegahan dini dengan melibatkan peranserta

seluruh elemen masyarakat dalam forum-forum kemasyarakatan yang dapat
ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dibentuk mulai dari
tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga sampai ke pranata lembaga
pemerintahan yang paling dekat dapat dijangkau oleh masyarakat Kota Depok;

Menguatkan peran kelembagaan sosial kemasyarakatan melalui program
pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah dengan unsur masyarakat yang
diwakili misalnya oleh Ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri;
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d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, misalnya pihak Universitas,
dalam melakukan upaya pengembangan program dan pemahaman pentingnya
fungsi dan tugas bidang kesatuan bangsa yang diemban oleh Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Depok.

Berikut beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Kesbangpol :

2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2023 merupakan
penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Depok Tahun 2022-2026.

RKPD Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2023. Penetapan prioritas awal, yang merupakan rencana
pembangunan tahun 2020, mengacu pada isu-isu strategis dan pendekatan kewilayahan.

RKPD tahun 2023 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang
berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat prioritas. Hal
ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar
masih dilaksanakan pada tahun 2023. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut
merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra
Kesbangpol 2016-2023 dan merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan
skala prioritas.

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi
pelaksanaan pembangunan tahun 2022, serta perumusan masalah dan tantangan pada

tahun 2023, yang merupakan tahun pertama RPJMD,) isu strategis Kota Depok, yaitu :
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Isu Strategis Pembangunan Kota Depok
Tahun 2021-2026

e |su Strategis r e |su Strategis
Bidang Bidang SDM dan
Infrastruktur Ekonomi
dan Pelayanan
Publik Infrastruktur fisik Dayaj_alp%daer]al}}‘

dan non fisik yang yang didirikan ole
- L tingginya kualitas
terintegrasi, efisien SDM dan
ingkngan untuk sl
EKLUNE; . ekonomi tinggi yang
menunjang kualitas ditopang oleh
layanan mas.yaraka pwirausahaan dan
R tkonomi kreatif
Kehidupan
masyarakat. yang Kualitas permukiman
ramah dan dinamis, . . .
o dan lingkungan hidup
bercirikan kuatnya yang baik dan terjaga
' nilai-nilai keluarga Y\

- secara berkelanjutan
dan terpeliharanya

kebhinnekaan

e |su Strategis « Isu Strategis

Bidang Sosial Bidang
dan Budaya Lingkungan
Hidup dan
\ L Permukiman

Adapun hasil Penelaahan rancangan awal RKPD 2023 terdapat beberapa kegiatan
yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Hal tersebut terkait dengan
pencapaian program dan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi Kesbangpol. Hasil

review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.3 berikut :
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2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat dapat berasal dari para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan,
LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota. Usulan
tersebut disampaikan melalui Kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan maupun Kegiatan
Forum Renja OPD, yang kemudian diinventarisir oleh internal Kesbangpol. Usulan-usulan
kegiatan tersebut disinergikan dengan usulan kegiatan dari masing-masing bagian di
intenal Kesbangpol dengan tetap memperhatikan pada target capaian kinerja yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Kesbangpol Tahun 2023-2026 serta kebijakan-
kebijakan ditingkat pusat, provinsi, maupun tingkat kota terkait isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Tabel 2.5

Usulan program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

. .| Indikator Besaran
No Program/Kegiatan Lokasi L / Catatan
Kinerja Volume
1 2 3 4 5 6
Kampung Pembauran wilayah Kampung FPK Kec.
1 Depok Barat Sawangan pembauran 1 Sawangan
Sosialisasi PAGN untuk Karan
2 T & Depok Peserta - FIFDM )
aruna Cimanggis
Pembentukan Kampung
3 | Pembauran di Wilayah Cilangkap Kampung 1 FPK Kec.
Cilangkap pembauran Tapos
Pelatiha Pembinaan
Keb FPK Kec.
4 ebangsaan Pengurus FPK Kec. | Tapos Peserta 100
Tapos Tapos
Pelatihan Kepada Pengurus _
p | dan O Partai
5 arpol dan Urmas Depok Peserta -
Berkarya
Penguatan Jejaring FKDM
6 g jaring Depok Peserta - FKDM Kota
Depok
; Penguatan Kapasitas pengurus b ‘ P " FKDM Kota
EKDM epo eserta - Depok
Pembinaan Pembauran
8 | Kebangsaan di tingkatkan Depok Peserta - PHDI Kota
pesertanya Depok
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9 | Agama Dalam Kesatuan Bangsa | pepok Peserta 200 PHDI Kota
Depok
Seminar forum wawasan
10 | kebangsaan u/ usia milenial Depok Peserta - DHC 45
Kegiatan pembinaan wawasan
kebangsaan dan pendidikan
bela negara, agar di laksanakan KNPI Kota
11 | di berbagai kampus dan Depok Peserta - Depok
sekolah
Kegiatan Dialog dengan LSM c )
12 lebih di tingkatkan Depo Peserta - LSM Bara Api
Rakor dengan ormas 1 bulan DKR Kota
13 sekali Depok Peserta - Depok
Kegiatan Jambore Partai Politik i
14 g Depok Peserta - P?rtal Bulan
Bintang
Riset kondisi toleransi
masyarakat depok
15 Depok Peserta -
Bincang nasionalisme dengan Ir.15t|tu'f
milenial sebagai bagian dari L.|tera:.s|
kegiatan peningkatan wawasan Nasionalisme
16 | kebangsaan dan bela negara Depok Peserta -
Kegiatan Jambore Partai Politik _
untuk mengakrabkan parpol2 Partai
17 vg ada di Depok Depok Peserta - Amanat
Nasional
Untuk di ikut sertakan dalam
kegiatan2 yang ada di BNN Kota
18 | Kesbangpol dalam rangka Depok Peserta - Depok
sosialisasi PAGN
Seminar tentang Politik Islam
19 Depok Peserta -
Workshop tentang Peran tokoh FKUB
20 | Islam dalam pembangunan Depok Peserta .
daerah
21 Workshop P4 bagi anggota Ibu- Denok b .
. epo eserta -
ibu PKK i PKK Kota
Penajaman peran keluarga Depok
22 Depok Peserta -

dalam Bela Negara
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23 | menulis pendapat di medsos Depok Peserta
Sinergitas FGD lintas Ormas,
Tomas, Toga, Akademi, Praktisi
dalam rangka pencegahan

24 | penculikan anak, tawuran dan | Depok Peserta

intoleransi

Fatayat NU
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BAB Il

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota
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dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila.

Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka

menengah, hingga tahunan. Prioritas pembangunan daerah Kota Depok telah mengacu

pada prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2022 - 2026.

Identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi

Kota Depok

No

Kebijakan Nasional / Provinsi

Sumber

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

Nasional

RKP

Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan
mendorong kemitraan lebih  kuat antara
pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, melalui
strategi: (a) Pengembangan kebijakan pemilu
yang demokratis termasuk yang terkait dengan
pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan
pemilu yang partisipatif; (b) Peningkatan
kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (c)
Fasilitasi peningkatan peran partai politik; (d)
Penguatan dan pemberdayaan  organisasi
kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya
dalam mendorong proses demokratisasi; (e)
Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan
demokrasi pada lembaga pemerintah; (f)
Penguatan kerja sama masyarakat politik,
masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media
dalam mendorong proses demokratisasi;

RKP

X2

Memperbaiki kinerja partai politik yang ditempuh
melalui strategi pengaturan pembiayaan partai
politik melalui APBN/APBD;

RKP

Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak
dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan
keterwakilan perempuan dalam politik yang akan

RKP
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ditempuh dengan strategi: (a) Pendidikan politik
untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat
dan daerah; (b) Pengembangan pusat pendidikan
pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
(c) Pendidikan politik bagi kelompok perempuan,
politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan
kelompok marjinal/rentan lainnya; dan (d)
Pelaksanaan pendidikan pemilih yang
memperhatikan kelompok marijinal;

Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan
Komunikasi ~ Publik, melalui strategi: (a)
Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan
informasi termasuk keterbukaan informasi publik,
pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (b)
Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan
penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Badan Publik dalam
mengelola dan memberikan pelayanan informasi
secara berkualitas; (c¢) Penyediaan konten
informasi publik berkualitas untuk meningkatkan
kecerdasan dan pengembangan kepribadian
bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di RKP
daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan
konflik; (d) Penguatan media centre, media
komunitas, media publik lainnya dan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM), sebagai media
penyebaran informasi publik yang efektif; (e)
Kampanye publik terkait revolusi mental; (f)
Penguatan SDM bidang komunikasi dan
informatika; (g) Penguatan Government Public
Relation (GPR) untuk membangun komunikasi
interaktif antara pemerintah dan masyarakat; dan

(h)  Penguatan  Komisi  Informasi  Pusat
(KIP)/Provinsi dan Dewan Pers;
Penyelenggaraan dialog internal dan lintas agama RKP
di tingkat kabupaten/kota
Perkuatan Forum Kerukunan Umat Beragama RKP
(FKUB)
Provinsi
IKU
Tingkat Bina Kesatuan Bangsa Bakesbangpol
Prov. Jawa
Barat
. . . IKU
Tingkat Bina Demokratisasi
Bakesbangpol
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Prov. Jawa
Barat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka untuk mencapai Visi serta untuk melaksanakan Misi Kepala Daerah
tersebut di atas, dan juga untuk memecahkan permasalahan serta untuk menangani isu
strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok
menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2022-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang
menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur
kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota
Depok dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang
telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok
adalah sebagai pendukung Misi Ketiga sesuai RPJMD Kota Depok. Tujuan RPJMD terkait

tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok yaitu :

VISI : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera
MISI  : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan
Partisipatif
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Meningkatkan Melaksanakan Meningkatkan
Kapasitas Dan Kinerja | pencapaian Nilai SAKIP | reformasi birokrasi dan | pencapaian kinerja
Birokrasi mewujudkan tata instansi melalui
kelola pemerintahan pemanfaatan teknologi
yang baik informasi, dengan
pendekatan partisipatif
VISI : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera

MISI  : Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis
Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Menguatnya Ideologi | Melaksanakan kebijakan,
ketahanan sosial Pancasila Dan koordinasi, evaluasi dan Meningkatkan
masyarakat Karakter pelaporan di bidang pemahaman tentang
Depok berdasarkan Kebangsaan pembinaan ideologi ideologi Pancasila dan
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nilai keagamaan dan
kebhinekaan

Pancasila dan wawasan
kebangsaan di wilayah Kota
Depok sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan;

wawasan kebangsaan di
wilayah Kota Depok
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Meningkatnya Peran
Partai Politik Dan
Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan
Politik Dan
Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik

Melaksanakan kebijakan,
koordinasi, evaluasi dan
pelaporan di bidang
penyelenggaraan politik
dalam negeri dan
kehidupan demokrasi di
wilayah Kota Depok sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan;

Meningkatkan
pemahaman tentang
penyelenggaraan politik
dalam negeri dan
kehidupan demokrasi di
wilayah Kota Depok
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Meningkatnya
Pemberdayaan
Dan Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

Melaksanakan kebijakan,
koordinasi, evaluasi dan
pelaporan di bidang
pembinaan dan
pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan di wilayah
Kota Depok sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Meningkatkan
pemahaman tentang
peran penting
organisasi
kemasyarakatan di
wilayah Kota Depok
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Meningkatnya
Pembinaan Dan
Pengembangan
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya

Melaksanakan kebijakan,
koordinasi, evaluasi dan
pelaporan di bidang
pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan
kerukunan antar suku
dan intra suku, umat
beragama, ras, dan
golongan lainnya di wilayah
Kota Depok sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Meningkatkan
pemahaman tentang
ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya,
kerukunan antar suku
dan intra suku, umat
beragama, ras, dan
golongan lainnya di
wilayah Kota Depok
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Meningkatnya
Kewaspadaan
Nasional Dan
Peningkatan Kualitas
Dan Fasilitasi
Penanganan Konflik
Sosial

Melaksanakan kebijakan,
koordinasi, evaluasi dan
pelaporan di bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi

Meningkatkan
pemahaman tentang
kerukunan antar suku
dan intra suku, umat
beragama, ras, dan
golongan lainnya, serta
pentingnya
kewaspadaan nasional
dan dampak negatif
konflik sosial di wilayah
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Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah;

Kota Depok sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan;
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol adalah urusan
Pemerintahan Umum, yang merupakan urusan wajib. Kebersinambungan Rencana Kerja
Kesbangpol dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat yaitu dengan adanya Prioritas
Pembangunan yang dilaksanakan pada program-program Badan Kesbangpol.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah (Permendagri No. 54
Tahun 2010).

Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup
kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kesbangpoldan dokumen pembangunan lainnya.Selanjutnya perlu diidentifikasi
dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan
sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Dalam
komponen kegiatan ini, perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana
capaiannya.

Program dan Kegiatan dalam periode tahunan maupun 5 (lima) tahunan yang akan
dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol merupakan kegiatan yang menjadi wewenang
Badan Kesbangpol dalam rangka mendukung terwujudnya Misi Kota Depok melalui

berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Program dan Kegiatan yang
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dilaksanakan pada tahun 2023 dibagi berdasarkan 2 (dua) bagian besar, yaitu Program
Prioritas dan Program Rutin (Program yang ada dihampir seluruh Organiasi Perangkat
Daerah).
Program Prioritas Badan Kesbangpol adalah :
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3.  Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4.  Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Adapun Program Rutin yang juga dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Jumlah Program yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol tahun 2023 berjumlah 6
(Enam) program yang dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) kegiatan. Kegiatan yang
dilaksanakan berlokasi di Kota Depok dan Luar Kota Depok dengan sumber pendanaan
berasal dari APBD Kota Depok.

Rumusan program dan kegiatan Badan Kesbangpol seluruhnya telah tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk pagu indikatif masih terdapat beberapa
perbedaan (dan perubahan) karena pagu anggaran yang terdapat pada Rancangan RKPD
masih bersifat tentatif, banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian pagu anggaran di
tingkat TAPD, dan masih akan disesuaikan dengan kebutuhan akan ketercapaian indikator
dan target kinerja kegiatan-kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan

Kesbangpol Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.
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BAB YV
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok Tahun
Anggaran 2023 merupakan dokumen rencana tahunan. Penetapan program dan kegiatan
telah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2022-
2026; serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok
Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 menjadi acuan dalam pelaksanaan Program,
Kegiatan, dan Anggaran TA 2023 semua bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing dan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik
(goodgovernance).

Dengan demikian, seluruh sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Depok diupayakan untuk senantiasa terus meningkatkan motivasi kerja,
komunikasi intensif dan kerjasama yang baik dengan para pihak pemangku kepentingan
sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan

masyarakat Kota Depok.

Depok, 2022

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. Abdul Rahman, M.Si
Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19721126 199302 1 001
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